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UMUM

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang
sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, selanjutnya melalui
ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara mengadakan satu BPK yang bebas dan
mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka menjamin
mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pelaksanaan
pemeriksaan  perlu dilaksanakan  berdasarkan suatu standar
pemeriksaan.

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan tugas
pemeriksaan selama ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1
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Tahun 2007. SPKN tersebut menggunakan referensi utama The Generally
Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) Tahun 2003. GAGAS
telah mengalami revisi sebanyak dua kali, dengan revisi terakhir tahun
2011.

Standar pemeriksaan sektor privat yang berlaku di Indonesia
(Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP) maupun internasional
(International Standards on Auditing/ISA dan International Standards of
Supreme Audit Institutions/ISSAI) telah berkembang dan mengalami
banyak perubahan. SPAP, ISA, dan ISSAI disusun dengan menggunakan
pendekatan pengaturan standar berdasarkan prinsip (principle-based
standards). Sebelumnya, standar pemeriksaan menggunakan pendekatan
pengaturan standar berdasarkan aturan yang lebih rinci/detail (rule-based
standards).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai dengan
perkembangan standar pemeriksaan dan kebutuhan organisasi BPK
sehingga perlu diganti sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan

terkini.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pengawas dari
berbagai instansi atau tenaga ahli yang melakukan tugas
pemeriksaan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan” adalah Pedoman
Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan peraturan pelaksanaan lainnya

yang mengacu pada SPKN.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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